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ABSTRAK

Money Politic melanggar Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran ini akan
ditindak dan dicegah oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat
Bawaslu) sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Selain itu praktik money politic juga melanggar Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang. Rumusan Masalah : Pertama, Pelaksanaan
Pengawasan Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pilkada Tahun 2020 di
Kabupaten Dharmasraya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kedua, Upaya
Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi
Dalam Pengawasan Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pilkada Tahun 2020
di Kabupaten Dharmasraya. Dalam penyusunan penelitian hukum ini jelas penelitian
yang digunakan adalah '\ metode" penelitian yuridis ‘- Sosiologis. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa : Pertama, Pelaksanaan pengawasan praktik politik uang
(money politic) pada Pilkada 2020 di Kabupaten Dharmasraya oleh Bawaslu
menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas demokrasi. Bawaslu
melaksanakan upaya preventif dan represif, termasuk sosialisasi kepada peserta
pemilihan dan masyarakat, serta imbauan kepada stakeholder terkait. Bawaslu juga
melakukan patroli pengawasan dan bekerja sama dengan media massa dan instansi
terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Langkah-langkah ini
bertujuan memastikan Pilkada, yang bersih, jujur, dan adil di Kabupaten
Dharmasraya. Kedua, Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengatasi
kendala pengawasan praktik politik uang pada Pilkada 2020 di Kabupaten
Dharmasraya berfokus pada peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat,
memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. Kendala seperti
rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya informasi diatasi melalui kerja sama
dengan media, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait. Bawaslu juga memperkuat
kapasitas internal dengan pelatihan dan pembinaan, serta mengoptimalkan teknologi
informasi untuk pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.
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